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KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas
rahmat dan karunia-NYA kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten
Kepulauan Selayar Tahun 2024. Lakip Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten
Kepulauan Selayar Tahun 2024 merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar dalam mengimplementasikan Sistem

" Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi

Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Permenpan 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah.

LAKIP merupakan wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat
tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Dinas Pekerjaan
Umum dan Tata Ruang diukur, dievaluasi,dianalisa dan dijabarkan dalam bentuk LAKIP.

Tujuan penyusunan LAKIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana
Strategis (Restra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing
perangkat daerah, memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas
kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk
percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang
akan datang . Penyusunan LAKIP ini untuk memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip
good governance dan clean governance, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan
akuntabilitas di lingkungan pemerintah serta terselenggaranya manajemen pemerintah dan
pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna dan akuntabel.

Demikian LAKIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-
pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja Dinas Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar dimasa mendatang.

Benteng, 31 Januari 2025
DINAS

M.M.Pub.
Pangkat : Pémbina Utama Muda
NIP: 19681018 198903 1 007
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil
guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan
lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu
instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan
pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan
pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta
fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya
memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, capaian
tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi
dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai
pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan
harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan
penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga
penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya
guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi Dan
Nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan
nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar diwajibkan
untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan
LAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun
2023 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan
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yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator
kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP adalah:

a. Untuk mewujudkan akuntabilitas instansi pemerintah kepada pihak pemberi mandat
atau amanat

b. Pertanggungjawaban dari unit yang lebih rendah kepada unit kerja yang lebih tinggi
atau pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan

c. Perbaikan dalam perencanaan khususnya perencanaan jangka menengah dan
pendek.

Manfaat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP adalah :

a. Meningkatkan akuntabilitas, kredibilitas instansi dimata instansi yang lebih tinggi dan
akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarkat terhadap Satuan Kerja Perangkat
Daerah SKPD

b. Merupakan umpan balik untuk peningkatan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
SKPD

c. Dapat mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanaan tugas
dan tanggungjawab Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD

d. Mendorong satuan kerja perangkat daerah SKPD untuk menyelenggarakan tugas
umum pemerintah dan pembangunan secara secara baik, sesuai ketentuan,
peraturan perundang undangan yang berlaku serta kebijakan yang transparan dan
dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

e. Menjadi instansi yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif,
dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan

C. Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang merupakan Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
yang terletak di Jalan K.H. Abdul Kadir Kasim No. 7 Kecamatan Bontoharu dengan
titik kooordinat 6°8'5.60"LS dan 120°27'43.52"BT.
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Kedudukan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan
Selayar diatur dalam Peraturan Daerah Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kepulauan Selayar Nomor 47), dimana tugas dan fungsinya diatur lebih lanjut dalam
Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Kepulauan Selayar. Tugas Pokok Dinas Pekerjaan Umum dan Tata
Ruang adalah membantu bupati sebagai pelaksana otonomi daerah di bidang
Pekerjaan Umum.

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar
dalam menjalankan tugas tugas yang menjadi tanggung jawabnya memiliki struktur
organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat Dinas, terdiri atas :

a. Subbagian Program

b. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum
c. Subbagian Keuangan

Bidang Sumber Daya Air, terdiri atas :

Bidang Cipta Karya, terdiri atas:

Bidang Bina Marga, terdiri atas :

O B s W

Bidang Tata Ruang dan Pertanahan;
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Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian,
Kepala Seksi adalah sebagai berikut:
1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan

urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan Tata ruang yang menjadi

kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah

Daerah. Dalam menyelenggarakan tugas, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

a.

perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan Tata
ruang;

pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Tata
ruang;

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan
Umum dan Tata ruang;

pelaksanaan administrasi Dinas; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Dinas, meliputi:

menyusun rencana kerja Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas:
mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan
Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

menyusun rencana, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah
dinas;

mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

merumuskan kebijakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan Tata
ruang;

melaksanakan kebijakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan
Tata ruang;

melaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pekerjaan
umum dan Tata ruang;

menyelenggarakan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
mengoordinasikan dan menyelenggarakan pemantauan, pengendalian, dan
evaluasi kebijakan teknis layanan informasi publik;

menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan
lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;

menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;
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. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Badan dan memberi saran

pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.

tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

. Sekretaris Dinas

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala

Dinas dalam mengoordinasikan kegiatan dan memberikan pelayanan administratif

dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata

Ruang. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Sekretaris mempunyai

fungsi:

a.
b
o
d.
e. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas;

. pengoordinasian penyusunan program, pelaporan dan hukum;

pengoordinasian urusan Umum, Kepegawaian dan Hukum;
pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan

Uraian tugas Sekretaris, meliputi:

d.

menyusun rencana kegiatan Sekretaris sebagai pedoman dalam pelaksanaan
tugas;

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah
dinas;

mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

melaksanakan penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, data,
pelaporan, program, dan anggaran pengembangan sumber daya manusia
aparatur kabupaten;

melaksanakan pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan,
serta urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;

melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, keamanan dan
kebersihan, perlengkapan, pengelolaan aset, dan dokumentasi;

melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan
fungsional, serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara lingkup Dinas;
melaksanakan penyusunan dan penetapan peraturan perundang-undangan
bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
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2.1.

melakasanakan penyelenggaraan peningkatan disiplin dan kapasitas Sumber

Daya Aparatur;
mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan produk hukum yang

dilaksanakan oleh masing-masing bidang dalam lingkup Dinas;

. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi

kebijakan teknis layanan informasi publik;

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan
lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;

menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran
pertimbangan kepada Pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan
bidang tugasnya

Subbagian Program

Subbagian Program dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai
tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan penyusunan program dan
anggaran, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan
evaluasi, serta penyusunan laporan kinerja.

Kepala Subbagian Program mempunyai tugas:

a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Program sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Subbagian Program untuk mengetahui perkembangan
pelaksanaan tugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani
naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
menyiapkan bahan penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah;

g. memfasilitasi penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja
perangkat daerah;

h. menyusun program dan kegiatan perangkat daerah dalam Dokumen
Perencanaan;

i. menyusun dokumen evaluasi perangkat daerah;

j. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah;

k. melakukan pengelolaan data dan informasi di bidang kepegawaian dan
pengembangan sumber daya manusia;
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memfasilitasi penjaringan Inovasi Daerah di bidang pekerjaan umum,
tata ruang dan pertanahan;

. mengoordinasikan pelaksanaan penilaian mandiri Reformasi Birokrasi

Dinas;

menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dokumen perencanaan
anggaran;

melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan
lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Program,
serta memberikan saran pertimbangan kepada Pimpinan sebagai bahan
perumusan kebijakan; dan

melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan
bidang tugasnya.

2.2. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum

Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum dipimpin oleh Kepala

Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan

urusan persuratan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga, aset serta

pengelolaan kepegawaian.

T e ™o

Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum mempunyai tugas ;
menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum
sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum untuk
mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani
naskah dinas;

mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian;

melakukan urusan surat menyurat dan tata naskah dinas;

melakukan pengelolaan aset, perlengkapan, dan rumah tangga;
mengoordinir pelaksanaan pemeliharaan kebersihan dan keamanan
lingkungan kantor;

melakukan pengelolaan administrasi perkantoran;
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k. melakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi pelaksanaan program
dan kegiatan;

|. melakukan kearsipan dan ekspedisi;

m. melakukan peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur melalui program
pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop
dan/atau seminar bekerja sama dengan unit kerja yang membidangi
pengembangan kompetensi;

n. melakukan kebijakan pimpinan terkait penegakan disiplin pegawai lingkup
Dinas;

0. memfasilitasi penyusunan dan penetapan peraturan perundang-undangan
bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;

p. memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan
bidang pekerjaan umum, tata ruang dan pertanahan;

q. melakukan pengarsipan dokumen peraturan perundang-undangan bidang
pekerjaan umum, tata ruang dan pertanahan;;

r. melaksanakan analisa beban kerja dan analisa jabatan lingkup Dinas;

s. melakukan analisa kebutuhan pegawai lingkup Dinas;

t. memfasilitasi penyusunan laporan kinerja Aparatur Sipil Negara sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan lingkup Dinas;

u. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan
lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;

v. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

w. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Umum,
Kepegawaian dan Hukum dan memberi saran pertimbangan kepada
Pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

x. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan
bidang tugasnya.

2.3. Subbagian Keuangan:

Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian vyang
mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan pengelolaan
keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi, verifikasi, dan pembukuan.

Kepala Sub bagian keuangan mempunyai tugas :

a. menyusun rencana Kegiatan Subbagian Keuangan sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
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c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Subbagian Keuangan untuk mengetahui perkembangan
pelaksanaan tugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani
naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
memfasilitasi penyediaan gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara;

g. menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dokumen perencanaan
keuangan;

h. melakukan penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan;

i. melakukan pengelolaan dan penyiapan Bahan Tanggap Pemeriksaan;

j.  menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas;

k. menyusun laporan keuangan bulanan/semesteran;

I.  menyusun laporan Prognosis Realisasi Anggaran;

m. menyusun laporan keuangan akhir tahun;

n. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan
lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;

0. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Keuangan,
serta memberikan saran pertimbangan kepada Pimpinan sebagai bahan
perumusan kebijakan; dan

g. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.

3. Bidang Sumber Daya Air

Kepala bidang sumber daya air mempunyai tugas pokok membantu Kepala

Dinas dalam mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis
bidang sumber daya air.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Kepala Bidang Sumber Daya Air mempunyai
fungsi :

a.
b.

C.

perumusan kebijakan teknis bidang sumber daya air;
pelaksanaan kebijakan teknis bidang sumber daya air;
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya air;
pelaksanaan administrasi di bidang sumber daya air;

pelaksanaan tugas lain yang sesuai dengan bidang tugasnya.
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Uraian tugas Bidang Sumber Daya Air, meliputi:

a.

menyusun rencana kegiatan Bidang Sumber Daya Air sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Bidang Sumber Daya Air untuk mengetahui perkembangan
pelaksanaan tugas;

menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah
dinas;

mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan

prasarana pengelolaan sungai dan pantai;

melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan prasarana pengelolaan
irigasi dan air baku;

melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan operasi dan
pemeliharaan prasarana bidang sumber daya air;

melaksanakan manajemen pengelolaan Sumber Daya Air dan Bangunan
Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah;
melaksanakan manajemen pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi
primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya dibawah 1000 ha dalam
1 (satu) daerah kabupaten/kota;

melaksanakan pembinaan dan peningkatan peran serta masyarakat dan
keterbukaan informasi dalam pengelolaan Sumber Daya Air;

melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan konsultasi bidang sumber daya air;
mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi
kebijakan teknis layanan informasi publik;

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan
lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;

menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Bidang Sumber Daya Air dan
memberi saran pertimbangan kepada Pimpinan sebagai bahan perumusan
kebijakan;

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan
bidang tugasnya.
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4. Bidang Cipta Karya

Bidang Cipta Karya dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas

membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan

kebijakan teknis di bidang cipta karya.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Cipta Karya

mempunyai fungsi :

perumusan kebijakan teknis bidang cipta karya;

pelaksanaan kebijakan teknis bidang cipta karya;
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang cipta karya;
pelaksanaan administrasi di bidang cipta karya;

pelaksanaan tugas lain yang sesuai dengan bidang tugasnya.

Uraian tugas Kepala Bidang Cipta Karya, meliputi:

da.

menyusun rencana kegiatan Bidang Cipta Karya sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan
Bidang Cipta Karya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah

dinas;

. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
. melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan teknis Tata

bangunan gedung;

. melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan teknis sarana dan

prasarana pengelolaan sistem penyediaan air minum (SPAM);

. melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan teknis penyehatan

lingkungan permukiman;

melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum
(SPAM) di daerah kabupaten;

melaksanakan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan di daerah
kabupaten;

melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik
dalam daerah kabupaten;

melaksanakan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis daerah
kabupaten;

m. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung

langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten
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. melaksanakan bangunan gedung di wilayah daerah kabupaten, pemberian izin

mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;

. melaksanakan Tata bangunan dan lingkungannya di daerah kabupaten;

p. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan konsultasi bidang cipta karya;

g. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi

kebijakan teknis layanan informasi publik;

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan
lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;

menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Bidang Cipta Karya dan memberi
saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan

bidang tugasnya;

. Bidang Bina Marga

Kepala Bidang Bina Marga mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam

Mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang bina

marga dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Bina Marga

mempunyai fungsi :

a.

b.

C.

d.

€.

Perumusan kebijakan teknis bidang bina marga
Pelaksanaan kebijakan teknis bidang bina marga
Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang bina marga
Pelaksanaan administrasi di bidang bina marga
Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Uraian tugas Kepala Bidang Bina Marga, meliputi:

d.

menyusun rencana kegiatan Bidang Bina Marga sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan
Bidang Bina Marga untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah

dinas;

mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

menyusun bahan perumusan kebijakan teknis untuk penetapan status jalan;
menyusun bahan perumusan kebijakan teknis untuk penetapan kelas jalan
menurut status dan fungsinya;
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melaksanakan pengaturan pemanfaatan ruang jalan yang terdiri dari Daerah
Pengawasan Jalan, Daerah Milik Jalan dan Daerah Manfaat Jalan;
melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan jalan
dan jembatan;

melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan preservasi jalan dan
jembatan;

melaksanakan dokumentasi/leger jalan dan pengembangan sistem jaringan
jalan;

melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan konsultasi bidang bina marga;

. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi

kebijakan teknis layanan informasi publik;

. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan

lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;

menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Bidang Bina Marga dan memberi
saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
melaksakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan
bidang tugasnya;

. Bidang Tata Ruang dan Pertanahan

Bidang Tata Ruang dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu

Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan
teknis di bidang tata ruang dan pertanahan.

Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan mempunyai fungsi:

a.

perumusan kebijakan teknis bidang tata ruang dan pertanahan;

b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang tata ruang dan pertanahan;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tata ruang dan pertanahan;
d.

e. pelaksanaan fungsi lain yang sesuai dengan bidang tugasnya.

pelaksanaan administrasi di bidang tata ruang dan pertanahan;

Uraian tugas Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan meliputi :

a.

menyusun rencana kegiatan Bidang Tata Ruang dan Pertahanan sebagai
pedoman dalam pelaksanaan tugas;

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Bidang Tata Ruang dan Pertahanan untuk mengetahui
perkembangan pelaksanaan tugas;
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d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah
dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan teknis perencanaan
tata ruang;

g. melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan teknis pemanfaatan
tata ruang;

h. melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan teknis
pengendalian tata ruang;

i. menyusun penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci
Tata Ruang (RRTR) Kabupaten;

j. melaksanakan pembinaan dan peningkatan peran serta masyarakat dan
swasta dalam Tata ruang;

k. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah
kabupaten;

| mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi
kebijakan teknis layanan informasi publik;

m. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan
lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;

n. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

0. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Bidang Tata Ruang dan memberi
saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

p. melaksakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan
bidang tugasnya;

Untuk lebih jelasnya struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang
Kabupaten Kepulauan Selayar seperti terlihat pada Tabel berikut ini:
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D. Isu-isu Strategis
Isu-isu strategis yang akan diselesaikan dalam waktu 5 (lima) tahun yaitu :

1,

10.
11.

Upaya peningkatan kemampuan aparat perencana dan administrasi keuangan
tata kelola pemerintahan melalui pelatihan dan bimbingan teknik belum optimal
Aksesibilitas dan kualitas jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan
yang mendukung sentra pertanian, parawisata, perikanan dan investasi belum
optimal.

Distribusi pelayanan air minum dan cakupan pelayanan infrastruktur sanitasi
pemukiman masih rendah.

Erosi dan abrasi pantai, erosi tebing dan degradasi sungai serta sedimentasi
muara sungai yang terus terjadi mengancam jiwa dan infrastruktur publik serta
menyebabkan kerusakan lingkungan.

Kebutuhan terhadap air baku dan irigasi yang terus meningkat namun belum
diimbangi dengan penyediaan prasarana air baku dan irigasi.

Jaringan irigasi belum optimal

Belum optimalnya kualitas konstruksi karena Penyedia Jasa Konstruksi belum
memiliki daya saing, peralatan/sarana penunjang pembangunan konstruksi
terbatas serta kualitas dan kuantitas SDM Dinas Pekerjaan Umum yang masih
rendah.

Perlunya peningkatan kemampuan aparat perencana maupun pelaksana
pengendali dan pengawas pemanfaatan ruang, agar maupun di daerah, untuk
menjamin pelaksanaan RTR yang semakin berkualitas dalam rangka
pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang yang efektif.

Optimalisasi penanganan sampah dan air limbah melalui kelembagaan dan peran
masyarakat

Penataan Bangunan yang belum memadai

Belum ditetapkannya perda Revisi RTRW Kabupaten Kepulauan Selayar
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BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan
Selayar adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan
berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang
terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang
bersangkutan, dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan
Selayar.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar
tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan
Selayar Tahun 2021-2026.

Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan
Selayar telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPIJMD
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 dengan melibatkan stakeholders pada saat
dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPIJMD, Forum
SKPD, sehingga Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan
Selayar merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Pekerjaan Umum dan Tata
Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar dan stakeholder.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar
tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) (Dinas Pekerjaan Umum dan Tata
Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk
periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten
Kepulauan Selayar dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan
pada satu tahun mendatang.

B. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata
pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja
Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi
pemerintah. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar telah

menetapkan Indikator Kinerja Utama melalui Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor : 600/04.a/1/2024/DIS.PUTR tentang
Indikator Kinerja Utama Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024.
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Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2024

Nama Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Tugas Membantu Bupati dalam  menyelenggarakan  urusan
pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang
menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang
ditugaskan kepada Pemerintah Daerah

Fungsi a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan Bidang Pekerjaan
Umum dan Tata Ruang

b. Pelaksanaan kebijakan wurusan pemerintahan Bidang
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan
Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

d. Pelaksanaan administrasi Dinas

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait

tugas dan fungsinya
Target
No. Indikator Kinerja Utama
2024
Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang 92%
i terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS
Kewenangan Kabupaten/Kota
Persentase luas kawasan permukiman sepanjang pantai
3 rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh 455
infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan
Kabupaten/Kota
4 Persentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota o
yang dilayani oleh jaringan irigasi
" Persentase warga negara yang memperoleh layanan 0%
kebutuhan pokok air minum sehari-hari
5. Persentase Sarana Prasarana Persampahan 100%
& Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan —
pengolahan air limbah domestik
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7 Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran 96.88%
air tidak tersumbat

8. Persentase kepatuhan IMB kabupaten/kota 88%

G Persentase Pemeliharaan dan Penataan Bangunan Gedung 81.61%
dan Lingkungannya Milik Pemerintah

- Persejntase pemeliharaan dan penataan bangunan gedung E—
dan lingkungannya

11. | Tingkat kemantapan jalan kabupaten 73.19%

12. | Proporsi panjang jalan desa yang terbangun 85%

13. | Tingkat kemantapan jembatan kabupaten 99%

. Persj,entase tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki —_—
sertifikat kompetensi

i& Persentase proyek yang menjadi kewenangan —
pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi

16. | Persentase pembangunan yang sesuai RTRW dan RDTR 98%

5 Persentase luas lahan kosong yang ditetapkan .
pemanfaatannya

18. | Persentase Pemanfaatan tanah sesuai Zona Nilai Tanah 60%

19. | Penyelesaian kasus tanah untuk pembangunan 100%

C. Rencana Kerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan ini memuat informasi tentang : sasaran yang ingin dicapai;
indicator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya; program, kegiatan, serta kelompok
indicator kinerja dan rencana capaiannya.

Sasaran yang dimaksud pada rencana kinerja ini adalah sasaran sebagaimana
dimuat dalam dokumen rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Kepulauan Selayar. Selanjutnya diidentifikasi sasaran mana yang akan
diwujudkan pada tahun yang bersangkutan beserta indikator dan rencana tingkat
capaiannya (targetnya).
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Tabel 2.2
Rencana Kinerja Tahunan 2024

TARGET

SASARAN INDIKATOR KINERJA TAHUN

Meningkatnya Kapasitas Persentase luas kawasan
Infrastruktur Dasar permukiman rawan banjir yang
terlindungi oleh infrastruktur
pengendalian banjir di WS
Kewenangan Kabupaten/Kota
Persentase luas kawasan
permukiman sepanjang pantai
rawan abrasi, erosi dan akresi
yang terlindungi oleh 45
infrastruktur pengaman pantai
di WS Kewenangan
Kabupaten/Kota

Persentase luas daerah irigasi
kewenangan kabupaten/kota
yang dilayani oleh jaringan
irigasi

Persentase warga negara yang
memperoleh layanan
kebutuhan pokok air minum
sehari-hari

Persentase Sarana Prasarana
Persampahan 100

92

1.92

100

Persentase Warga Negara yang
memperoleh layanan
pengolahan air limbah
domestic

Persentase drainase dalam
kondisi baik/pembuangan
aliran air tidak tersumbat 96.88
Persentase kepatuhan IMB
kabupaten/kota 88

Persentase Pemeliharaan dan
Penataan Bangunan Gedung
dan Lingkungannya Milik
Pemerintah

Persentase pemeliharaan dan
penataan bangunan gedung 82.54
dan lingkungannya
Tingkat kemantapan jalan 73.19
kabupaten

Proporsi panjang jalan desa
yang terbangun

Tingkat kemantapan jembatan
kabupaten

100

81,61

85

99

Meningkatnya kualitas Persentase tenaga
penyelenggaraan jasa operator/teknisi/analisis yang 22 97
konstruksi memiliki sertifikat kompetensi '

Persentase proyek yang

menjadi kewenangan 12
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pengawasannya tanpa
kecelakaan konstruksi

Meningkatnya kesesuaian

Persentase pembangunan yang

penataan ruang sesuai RTRW dan RDTR 98
Meningkatnya penataan, Persentase luas lahan kosong
penguasaan dan pemanfaatan | yang ditetapkan 60
pertanahan pemanfaatannya
Persentase Pemanfaatan tanah
sesuai Zona Nilai Tanah 60
Penyelesaian kasus tanah untuk 100

pembangunan
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Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan
sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena
merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang
diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan
dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana
yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam
mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik,
sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan
Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan
Selayar Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan
Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2021, dokumen Rencana
Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024,
dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024, Dinas Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar telah menetapkan Perjanjian Kinerja
Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2024

NO.

TARGET

SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TAHUN

Meningkatnya Kapasitas | Persentase luas kawasan
Infrastruktur Dasar permukiman rawan banjir
yang terlindungi oleh
infrastruktur pengendalian % 92
banjir di WS Kewenangan
Kabupaten/Kota

Persentase luas kawasan
permukiman sepanjang
pantai rawan abrasi, erosi
dan akresi yang terlindungi
oleh infrastruktur %
pengaman pantai di WS
Kewenangan
Kabupaten/Kota

45

Persentase luas daerah
irigasi kewenangan
kabupaten/kota yang % 1.92
dilayani oleh jaringan
irigasi
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Persentase warga negara
yang memperoleh layanan
kebutuhan pokok air
minum sehari-hari

%

100

Persentase Sarana
Prasarana Persampahan

%

100

Persentase Warga Negara
yang memperoleh layanan
pengolahan air limbah
domestic

%

100

Persentase drainase dalam
kondisi baik/pembuangan
aliran air tidak tersumbat

%

96.88

Persentase kepatuhan IMB
kabupaten/kota

88

Persentase Pemeliharaan
dan Penataan Bangunan
Gedung dan
Lingkungannya Milik
Pemerintah

%

81,61

Persentase pemeliharaan
dan penataan bangunan
gedung dan lingkungannya

%

82.54

Tingkat kemantapan jalan
kabupaten

%

73.19

Proporsi panjang jalan
desa yang terbangun

%

85

Tingkat kemantapan
jembatan kabupaten

%

99

Meningkatnya kualitas
penyelenggaraan jasa
konstruksi

Persentase tenaga
operator/teknisi/analisis
yang memiliki sertifikat
kompetensi

%

22,97

Persentase proyek yang
menjadi kewenangan
pengawasannya tanpa
kecelakaan konstruksi

%

12

Meningkatnya kesesuaian
penataan ruang

Persentase pembangunan
yang sesuai RTRW dan
RDTR

98

Meningkatnya penataan,
penguasaan dan
pemanfaatan pertanahan

Persentase luas lahan
kosong yang ditetapkan
pemanfaatannya

%

60

Persentase Pemanfaatan
tanah sesuai Zona Nilai Tanah

%

60

Penyelesaian kasus tanah
untuk pembangunan

%

100
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NO. PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN
Urusan Pemerintahan Bidang
Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang
1 | Program penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah 7.432.576.826 DAU
Kabupaten/Kota
2 | Program Pengelolaan Sumber Daya DAU
Air (SDA) 7.538.641.244
3 | Program Pengelolaan dan
Pengembangan Sistem Penyediaan 4.357.226.001 DAU
Air Minum
4 | Program Pengelolaan dan
Pengembangan Sistem air Limbah 100.000.000 DAU
5 | Program Pengelolaan dan 3.787.432.550
Pengembangan Sistem Drainase DAU
6 | Program Penataan Bangunan
Gedung 9.966.486.600 DAU
7 | Penataan Bangunan dan 775.000.000 DAU
Lingkungannya
8 | Program Penyelenggaraan Jalan 48.805.116.861 DAU/DAK
9 | Program Pengembangan Jasa 250.000.000 DAU
Konstruksi
10 Zr;jc)ag;gam Penyelenggaraan Penataan 480.000.000 DAU
Urusan Pemerintahan Bidang
Pertanahan
Program Penyelesaian Ganti Kerugian
1 dan SantunanTanah untuk 19.154.000,00 DAU
Pembangunan
2 | Program Pengelolaan Tanah Kosong
14.700.000,00 DAU
3 | Program Penatagunaan Tanah
16.146.000,00 DAU

LAKIP DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 2024







BAB lll
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan
hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan
dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima
pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas
melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP),
Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman
Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian
tingkat pecapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan
dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024 Sesuai
dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan
dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan
untuk mewujudkan misi dan visi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam
rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor
239/1X/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran
atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh
berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil

Pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat
capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.
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Pengukuran indikator kinerja menggunakan penghitungan persentase
pencapaian rencana tingkat capaian (target) dari masing-masing indikator kinerja
sebagaimana ditetapkan melalui realisasi yang berhasil dicapai pada indikator
dimaksud, maka penghitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian periu
memperhatikan karakteristik komponen realisasi. Dalam kondisi :

(1) semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka
digunakan rumus:

Persentase pencapaian Realisasi
rencana tingkat capaian Rencana

x 100%

(2) semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka
digunakan rumus:

Persentase pencapaian Rencana - (Realisasi - Rencana)

rencana tingkat R x 100%
capaian encana

Dalam pengukuran capaian kinerja Dinas Pekerjaaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Kepulauan Selayar menggunakan rumus point (1). Predikat nilai capaian
kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk
pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase Predikat

< 100% Tidak Mencapai Target

= 100% Sesuai Target

> 100% Melebihi Target

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai
(< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

NO. Kategori/ Rata-Rata % Capaian
Interpretasi
1 | Sangat Baik >90
2 | Baik 75.00 - 89.99
3 | Cukup 65.00 - 74.99
4 | Kurang 50.00 - 64.99
5 | Sangat Kurang 0-49.99

LAKIP DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 2024







Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian
kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab
tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dapat memberikan
gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok
indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-
masing indicator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026
maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja
digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai
dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi
instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja SKPD
Tahun 20243 hasil reviu dan Indikator Kinerja Utama SKPD, telah ditetapkan 4 (Empat)
sasaran dengan 19 (Sembilan Belas) indikator kinerja (out comes) dengan rincian
sebagai berikut :

» Sasaran 1 terdiri dari 13 indikator
» Sasaran 2 terdiri dari 2 indikator
» Sasaran 3 terdiri dari 1 Indikator

» Sasaran 4 terdiri dari 3 Indikator

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA
1. Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Selayar
Penetapan indikator kinerja daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
disusun berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator
capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja
daerah berkenaan serta mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) di
daerah yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki
Indikator Kinerja Daerah sebagai berikut :

Tabel 3.B.1
Capaian Indikator Kinerja Daerah
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Tahun 2023
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi
Persentase Luas Kawasan
Permukiman rawan Banjir yang
Terlindungi oleh infrastruktur 92% 0%
Manifikainva Pengendalian Banjir di WS
1 | Kapa s?ta s Y Kewenangan Kabupaten/Kota
Infrastruktur Dasar Persent_ase Luas. Kawasaq
Permukiman sepanjang  pantai
Rawan Abrasi, Erosi dan Akresi, 45% 0 %
yang Terlindungi oleh Infrastruktur
Pengaman pantaidi WS
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Kewenangan Kabuaten/Kota

Persentase Luas Daerah Irigasi
Kewenangan Kabupaten/Kota yang
dilayani oleh Jaringan Irigasi

1,92%

5,24 %

Persentase Warga Negara yang
memperoleh layanan kebutuhan
pokok air minum sehari-hari

100%

59,01 %

Persentase Sarana Prasarana
Persampahan

100%

0%

Persentase Warga Negara yang
memperoleh Layanan Pengolahan
Air Limbah Domestik

100%

563 %

Persentase Drainse dalam Kondisi
Baik /Pembuangan Aliran Air Tidak
Tersumbat

96,88%

73,13 %

Persentase
Kabupaten/Kota

Kepatuhan IMB

88%

100 %

Persentase Pemeliharaan dan
Penataan Bangunan Gedung dan
Lingkungannya Milik Pemerintah

81,61%

100 %

Persentase pemeliharaan dan
penataan bangunan gedung dan
lingkungannya

82,54%

100 %

Tingkat kemantapan Jalan
Kabupaten

73,19%

54,68%

Proporsi panjang jalan desa yang
terbangun

85%

2606 m

Tingkat Kemantapan Jembatan
kabupaten

99%

79,38 %

Meningkatnya
Kualitas
Penyelenggaraan
Jasa Konstruksi

Persentase Tenaga Operator /
Teknisi / analisis yang memiliki
sertifikat Kompetensi

22.97%

6,78%

Persentase Proyek yang menjadi
kewenangan pengawasannya tanpa
kecelakaan konstruksi

12%

100%

Meningkatnya
Kesesuaian
Penataan Ruang

Persentase pembangunan yang
sesuai RTRW dan RDTR

98%

88,89%

Meningkatnya
Penataan,
Penguasaan, dan
Pemanfaatan
Pertanahan

Persentase luas lahan kosong yang
ditetapkan pemanfaatannya

60%

0%

Persentase = Pemanfaatan  tanah
sesuai Zona Nilai Tanah

60%

0%

Penyelesaian kasus tanah untuk
pembangunan

100%

0%

2.

Dalam

rangka mengukur

Indikator Kinerja Utama (IKU)

dan peningkatan kinerja serta lebih

meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah

perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang periu

dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama

dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama
terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU

adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis
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instansi pemerintah. Dengan kata lain, IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan
dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Pekerjaan Umum telah
menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui
Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Kepulauan Selayar Nomor : 600/04.a//2024/DIS.PUTR tentang Indikator Kinerja
Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2024. Upaya untuk
meningkatkan akuntabilitas, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang juga
melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan
memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat
mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator
kinerja utama Dinas Pekerjaan Umum tahun 2024 menunjukan hasil sebagai
berikut:

Tabel 3.B.2.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tahun 2024

No. Indikator Kinerja Utama Satuan Target | Realisasi Capaian %

Persentase Luas Kawasan Data Luas
Permukiman rawan Banijir yang
Terlindungi oleh infrastruktur
Pengendalian Banjir di WS Permukiman
Kewenangan Kabupaten/Kota

Kawasan

rawan Banijir

yang
Terlindungi oleh

% 92 0 .
infrastruktur
Pengendalian
Banjir di WS
Kewenangan
Kabupaten/Kota
belum tersedia
Persentase Luas Kawasan Data Luas
Permukiman sepanjang pantai
Rawan Abrasi, Erosi dan Akresi, Kawasan
yang Terlindungi oleh Permukiman
Infrastruktur Pengaman Pantai .
di WS Kewenangan et
Kabuaten/Kota pantai Rawan
% 45 0 ‘ _
Abrasi, Erosi
dan Akresi,
yang

Terlindungi oleh
Infrastruktur
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Pengaman
Pantai di WS
Kewenangan
Kabuaten/Kota
belum tersedia

Persentase Luas Daerah Irigasi
Kewenangan Kabupaten/Kota
yang dilayani oleh Jaringan
Irigasi

%

1,92

5,24

272,92

Persentase Warga Negara yang
memperoleh layanan kebutuhan
pokok air minum sehari-hari

%

100

59,01

59,01

Persentase Sarana Prasarana
Persampahan

%

100

Persentase Warga Negara yang
memperoleh Layanan
Pengolahan Air Limbah
Domestik

%

100

563

563

Persentase Drainse dalam
Kondisi Baik /Pembuangan
Aliran Air Tidak Tersumbat

96,88

73,13

75,48

Persentase Pemeliharaan dan
Penataan Bangunan Gedung
dan Lingkungannya Milik
Pemerintah

%

81,61

81,61

100

Persentase Kepatuhan IMB
Kabupaten/Kota

%

88

88

100

10

Persentase Pemeliharaan dan
Penataan bangunan Gedung
dan Lingkungannya

%

82,54

11

Tingkat kemantapan Jalan
Kabupaten

%

73,19

54,58

74,57

12

Proporsi panjang jalan desa
yang terbangun

%

85,00

2.606 m

belum dapat
dipersentasekan
karena SK Jalan
Desa belum
diterbitkan

13

Tingkat Kemantapan Jembatan
Kabupaten

%

99

79,38

80,18

14

Persentase Tenaga
Operator/Teknisi/Analisis yang
memiliki sertifikat kompetensi

%

22,97

6,78

29,52

15

Persentase Proyek yang
menjadi kewenangan
pengawasannya tanpa
kecelakaan konstruksi

%

12,00

12,0

100

16

Persentase pembangunan yang
sesuai RTRW dan RDTR

98,00

88,89

91,64

17

Persentase luas lahan kosong
yang ditetapkan pemanfaatannya

60,00

18

Persentase Pemanfaatan tanah
sesuai Zona Nilai Tanah

60,00

19

Penyelesaian kasus tanah untuk
pembangunan

100
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(IKU) sebagai berikut :

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama

Secara umum, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang telah dapat

melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

dalam Renstra 2021-2026. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan

misi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2021-2026 sebanyak 4 (Empat)

sasaran.

Tahun 2024 adalah tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis Dinas

Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, dari 4 (Sasaran) sasaran strategis dengan 19

(Sembilan Belas) indikator kinerja yang ditetapkan, maka pencapaian kinerja sasaran

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang adalah sebagai berikut:

Tabel 3.B.2.2
Capaian Indikator Kinerja Utama

Tahun 2024

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.

Indikator Sasaran

Rata-Rata
Capaian
Kinerja

Kategori/
Interpretasi
kinerja

Predikat

Meningkatnya
kapasitas

infrastruktur dasar

Persentase luas
kawasan permukiman
rawan banjir yang
terlindungi oleh
infrastruktur
pengendalian banjir di
WS Kewenangan
Kabupaten/Kota

0%

Sangat
kurang

Tidak Sesuai

Terget

Persentase Luas
Kawasan Permukiman
sepanjang pantai
rawan abrasi, erosi
dan  akresi yang
terlindungi oleh
infrastruktur
pengaman pantai di
WS Kewenangan
Kabupaten/Kota

0%

Sangat
Kurang

Tidak Sesuai

Terget

Persentase Luas
daerah Irigasi
kewenangan
kabupaten/kota yang
dilayani oleh jaringan
irigasi

272,92 %

Sangat Baik

Melebihi Target

Persentase warga
Negara yang
memperoleh layanan
kebutuhan pokok air
minum sehari-hari

59,01 %

Kurang

Tidak Mencapai

Target

Persentase Sarana
Prasarana

0%

Sangat
Kurang

Tidak Mencapai

LAKIP DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 2024

Target







Persampahan
Persentase Warga
Negara yan
ngmper)t;ler? layanan 5,63 % Sangef Tidak Mencapai
Pengolahan Air Kgang Target
Limbah Domestik
Persentase drainase
dalam kondisi blaik! | 75.48 % Cukup Baik Tidak Mencapai
pembuangan aliran air Target
tidak tersumbat
Persentase
Kepatuhan IMB 100 % | sangatBaik | Sesuai target
Kabupaten/Kota
Persentase
Pemeliharaan dan
Penataan Bangunan 100% Sangat Baik | Sesuai target
Gedung dan
Lingkungannya
Tingkat kemantapan 74,57 % Cukup Tidak Mencapai
Jalan Kabupaten Target
belum dapat
Proporsi Panjang dipersentasekan
Jalan desa yang 2.606 m karena SK Jalan
terbangun Desa belum
diterbitkan
Tingkat Kemantapan 80.18 Baik Tidak Mencapai
Jembatan Kabupaten Target
Meriingkatiiva Persentase Tenaga
Kualitas i Sangat i i
Teknisi/analisis yang | 2952 % g Tidak Mencapai
Penyelenggaraan g . Kurang Target
Jasa Konstruksi Meniim sert:ﬁ it
kompetensi
Persentase Proyek
yang menjadi
kewenangan 100 % | sangatBaik | Sesuai Target
pengawasannya tanpa
kecelakaan konstruksi
Meningkatnya iersgntase ) .
kesesuaian sRangunan Yena 90,7 % | SangatBaik | 1'dak Mencapai
Penataan Ruang sesuai RTRW dan Target
RDTR
Meningkatnya
Penataan, Persentase luas lahan ) )
Penguasaan dan | kosong yang ditetapkan 0% Sangat Tidak Mencapai
Pemanfaatan pemanfaatannya Kuatig g
Pertanahan
Persentase Pemanfaatan y
tanah sesuai Zona Nilai 0% Sangat Tidak Mencapai
Tanah Kurang Target
Penyelesaian kasus .
fanabuntul 0% Sangat Tidak Mencapai
Kurang Target
pembangunan

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala
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perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam

evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara

output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan

tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per

unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.

Tabel 3.B.2.3
Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Tahun 2024
Sasaran -
No. Siratacie Indikator Sasaran Cara Pengukuran Perhitungan

| 1 | Meningkatnya | Persentase luas

f kapasitas kawasan permukiman

. infrastruktur rav{an !Janur yang Realisasi di bagi

dasar terlindungi oleh .
infrastruktur Gengan target d] x 0 =
. . .| 100% = Capaian = x100=00
pengendalian banijir di 92
WS Kewenangan
Kabupaten/Kota
Persentase Luas
Kawasan Permukiman
sepanjang pantai
rawan abrasi, erosi dan N ,
akresi yang terlindungi FEasad O S 40
i g dengan target di x | . x100= 0
oleh infrastruktur ) 45
_ . | 100% = Capaian
pengaman pantai di
WS Kewenangan
Kabupaten/Kota
Persentase Luas
daerah Irigasi )
oo || Lo 80 |
L2 x 100 = 272,92%

kabupaten / kota yang 100% = Capaian | 1.92 )

dilayani oleh jaringan
irigasi

Persentase warga
Negara yang
memperoleh layanan
kebutuhan pokok air
minum sehari-hari

Realisasi di bagi
dengan target di x
100% = Capaian

59,01 4 100 =59,01%
100

Persentase Sarana

Realisasi di bagi

Prasarana dengan target di x 1%0 x 100 = 0%
Persampahan 100% = Capaian

Persentase Warga

Negara yang Realisasi di bagi 563

memperoleh layanan

Pengolahan Air Limbah
Domestik

dengan target di x
100% = Capaian

=== x100=563 %
100

Persentase drainase

Realisasi di bagi

x 100 = 75,48%
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No. ::,::;; Indikator Sasaran | Cara Pengukuran Perhitungan
dalam kondisi baik/ dengan target di x 73,13
pembuangan aliran air | 100% = Capaian 96,88
tidak tersumbat
Persentase K h Realisasi di bagi _
IMB Kabupaton/Kota | dengan targetdix | g X 100=100%
P 100% = Capaian
Persentase
Pemeliharaan dan Realisasi di bagi | 81.61 x 100 = 100 %
Penataan Bangunan dengan target di x | 81,61
Gedung dan 100% = Capaian
Lingkungannya
Tinakat kemantapan Realisasi di bagi _
‘ala?'u ——— P dengan target di x %% x100= 74,57 %
J P 100% = Capaian | '
Proporsi Panjang jalan | Realisasi dibagi | .belum dapat
desa yang terbangun dengan target Fir x | dipersentasekan karena
100% = Capaian | SK Jalan Desa belum
diterbitkan
Tingkat Kemantapan Realisasi dibagi | 79 ag )
Jembatan Kabupaten dengan target dix | oo FION BN
100% = Capaian
Persentase Tenaga
Operator/ Realisasi di bagi
Meningkatnya | Teknisi/analisis yang dengan target di x 6.78 | 100 =29 52%
Kualitas memiliki sertifikat 100% = Capaian | 22,97 '
2 Penyelenggar | kompetensi
aan Jasa Persentase Proyek
Konstruksi yang menjadi Realisasi di bagi
kewenangan dengan target di x 12 x 100 = 100%
pengawasannya tanpa 100% = Capaian 12
kecelakaan konstruksi
Meningkatnya | Persentase —
kesesuaian Pembangunan yang Galsag ol nag 88.89 , 100 = 90 7%
° | Penataan | sesuai RTRW dan T EICIX | 00 o
Ruang RDTR 2 P
Persentase luas lahan Rasiieasi dfbad
kosong yang ditetapkan ealisasi di bagi _
pemanfaatannya dengan target di x 9 x100=0
. 100% = Capaian
Meningkatnya
Penataan, Persentase Pemanfaatan Ty
Penguasaan | tanah sesuai Zona Nilai Realisasi di bagi 0
4 Tanah dengantargetdix | ., Xx100=0
dan 100% = Capaian
Pemanfaatan
Pertanahan Penyelesaian kasus Realicas di bai
tanah untuk ealisasi di bagi 0
pembangunan dengan target di x 1_00 x 100 =0%
100% = Capaian
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3. Analisis capaian kinerja terhadap sasaran (dibandingkan dengan tahun lalu) :

1. Persentase Luas Kawasan Permukiman rawan Banjir yang terlindungi oleh

Infrastruktur Pengendalian Banjir di WS Kewenangan Kabupaten / Kota diperoleh

pencapaian 0% yang termasuk dalam kategori Sangat Kurang dan untuk

Pencapaian Target termasuk dalam Predikat Tidak Sesuai Target. Adapun dari

hasil perhitungan sebagai berikut :

Analisis Capaian Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir

Yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di WS

Kewenangan Kabupaten / Kota

Tahun 2024
Realisasi
No. Indikator Sasaran Tahun
2023 Target | Realisasi | Capaian
1 Persentase luas kawasan
permukiman rawan banjir yang
terlindungi oleh infrastruktur 90 92 0 0
pengendalian banjir di WS
Kewenangan Kabupaten/Kota

Tahun 2024, Realisasi untuk Persentase Luas Kawasan Permukiman

Rawan Banjir yang terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di WS

Kewenangan Kabupaten / Kota sebesar 0%.

Faktor yang menyebabkan keberhasilan/ kegagalan pencapaian target

antara lain disebabkan data Luas Kawasan Permukiman rawan Banjir yang

Terlindungi oleh infrastruktur Pengendalian Banjir di WS Kewenangan

Kabupaten/Kota belum tersedia.

2. Persentase Luas Kawasan Permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan

akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan

Kabupaten/Kota di peroleh Pencapaian 0% yang termasuk dalam kategori Sangat

Kurang dan untuk pencapaian target termasuk dalam predikat tidak sesuai target.

Adapun dari hasil perhitungan sebagai berikut :
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Analisis Capaian Persentase Luas Kawasan Permukiman Sepanjang Pantai
Rawan Abrasi, Erosi dan Akresi yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengaman

Pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota

Realisasi Tahun 2024
No. Indikator Sasaran Tahun
2023 Target | Realisasi | Capaian

1 Persentase Luas Kawasan

Permukiman sepanjang pantai

rawan abrasi, erosi dan akresi

yang terlindungi oleh

infrastruktur pengaman pantai a8 45 0 @

di WS Kewenangan

Kabupaten/Kota

Tahun 2024 Realisasi untuk Persentase Luas Kawasan Permukiman

sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur

pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota adalah 0%.

Faktor yang menyebabkan keberhasilan/ kegagalan pencapaian target disebabkan data

Luas Kawasan Permukiman sepanjang pantai Rawan Abrasi, Erosi dan Akresi, yang

Terlindungi oleh Infrastruktur Pengaman Pantai di WS Kewenangan Kabuaten/Kota

belum tersedia.

3. Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh

Jaringan irigasi diperoleh dengan pencapaian 272,92% yang masuk dalam

kategori Sangat Baik namun untuk pencapaian target termasuk dalam predikat

melebihi target. Adapun hasil perhitungan sebagai berikut :

Analisis Capaian Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan

Kabupaten/Kota yang dilayani oleh Jaringan Irigasi

Realisasi Tahun 2024
No. Indikator Sasaran Tahun
2023 Target | Realisasi | Capaian
1 Persentase @ Luas Daerah
Irigasi Kewenangan
Kabupaten/Kota yang dilayani 3,91 L3 924 Arade
oleh Jaringan Irigasi

Realisasi dari indikator Persentase Luas Daerah lIrigasi Kewenangan

Kabupaten/Kota yang dilayani oleh Jaringan Irigasi 5,24 %.

Faktor yang menyebabkan keberhasilan/ kegagalan pencapaian target

antara lain:
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Pendanaan APBD yang memadai.

b.  Perencanaan kegiatan yang terorganisir dan tepat sasaran.

c. Pelaksanaan pemberian air pada daerah irigasi sudah sesuai

dengan Rencana Kebutuhan Air.

d. Pelaksanaan pemberian air pada daerah irigasi sudah sesuai

dengan Rencana Kebutuhan Air.

e. Melakukan koordinsi dengan Kelompok Tani atau Perkumpulan

Petani Pemakai Air (P3A) tentang penggunaan air irigasi.

f. Sosialisasi terhadap pihak - pihak terkait dan masyarakat

terselenggara secara optimal.

4. Persentase warga Negara yang memperoleh layanan kebutuhan pokok air minum

sehari-hari diperoleh dengan pencapaian 59,01% yang masuk dalam kategori

Kurang dan untuk pencapaian target termasuk dalam predikat Tidak Mencapai

Target. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain pendanaan, kondisi

geografis Kabupaten Kepulauan Selayar serta sosialisasi ke masyarakat belum

berdampak optimal terhadap kegiatan tersebut. Adapun hasil perhitungan sebagai
berikut :

kebutuhan pokok air minum sehari-hari

Analisis Capaian Persentase warga Negara yang memperoleh layanan

No. Indikator Sasaran Tahun ;
2023 Target | Realisasi | Capaian
1 Persentase warga Negara
yang memperoleh layanan
kebutuhan pokok air minum L 100 59,01 59,01
sehari-hari

Realisasi dari indikator Persentase warga Negara yang memperoleh

layanan kebutuhan pokok air minum sehari-hari adalah 59,012%.

Faktor yang menyebabkan keberhasilan/kegagalan pencapaian target

antara lain:

a. Pendanaan APBD yang terbatas.

b. Kondisi geografis Kepulauan Selayar sangat berpengaruh terhadap

kondisi air tanah

c. Sosialisasi terhadap pihak — pihak terkait dan masyarakat belum

terselenggara secara optimal.
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5. Persentase Sarana Prasarana Persampahan diperoleh dengan pencapaian 0%
yang masuk dalam kategori Sangat Kurang serta untuk pencapaian target
termasuk dalam predikat Tidak Mencapai Target. Adapun hasil perhitungan
sebagai berikut :

Analisis Capaian Persentase Sarana Prasarana Persampahan

Realisasi Tahun 2024

No. Indikator Sasaran Tahun
2023 Target | Realisasi | Capaian

1 Persentase Sarana Prasarana

Persampahan 0 L 0 0

Realisasi dari indikator Persentase Sarana Prasarana Persampahan
adalah 0%.

Faktor yang menyebabkan keberhasilan/ kegagalan pencapaian target
disebakan pendanaan APBD TA. 2024 yang tidak memadai sehingga tidak ada
kegiatan yang dilaksanakan pada TA 2024.

6. Persentase Warga Negara yang memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah
Domestik Persampahan diperoleh dengan pencapaian 5,63% yang masuk dalam
kategori Sangat Kurang namun untuk pencapaian target termasuk dalam predikat
Tidak Mencapai Target, dari hasil perhitungan sebagai berikut :

Analisis Capaian Persentase Warga Negara yang memperoleh Layanan
Pengolahan Air Limbah Domestik

Realisasi Tahun 2024

No. Indikator Sasaran Tahun
2023 Target | Realisasi | Capaian

1 Persentase Warga Negara
yang memperoleh Layanan
Pengolahan Air Limbah
Domestik

100 100 5,63 5,63

Realisasi dari indikator Persentase Warga Negara yang memperoleh
Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik adalah 5,63 %,.

Faktor yang menyebabkan keberhasilan/ kegagalan pencapaian target
antara lain:

a. Pendanaan APBD yang terbatas.
b. Sosialisasi terhadap pihak — pihak terkait dan masyarakat belum
terselenggara secara optimal.
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7. Persentase Drainse dalam Kondisi Baik /Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat
diperoleh dengan pencapaian 75,48% yang masuk dalam cukup baik dan untuk
pencapaian target termasuk dalam predikat Tidak Mencapai Target. Adapun hasil
perhitungan sebagai berikut :

Analisis Capaian Persentase Drainse dalam Kondisi Baik /Pembuangan
Aliran Air Tidak Tersumbat

Roalisasi Tahun 2024

No. Indikator Sasaran Tahun
2023 Target | Realisasi | Capaian

1 Persentase Drainse dalam
Kondisi Baik /Pembuangan 55 96,88 73,13 75,48
Aliran Air Tidak Tersumbat

Realisasi dari indikator Persentase Drainse dalam Kondisi Baik
/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat adalah 73,13%.

Faktor yang menyebabkan keberhasilan/ kegagalan pencapaian target
antara lain:

Pendanaan APBD yang terbatas.
Kondisi geografis Kepulauan Selayar sering menyebabkan terjadinya
cuaca ekstrem ( terjadi pasang dan banjir secara bersamaan ).
Kesadaran tentang kebersihan lingkungan yng masih rendah.
Lemahnya penegakan peraturan tentang Bangunan di atas Fasilitas
Publik.

e. Komunikasi Lintas Sektoral kurang efektif.

f. Sosialisasi ke masyarakat belum berdampak optimal terhadap

kegiatan.

8. Persentase kepatuhan IMB Kabupaten/Kota diperoleh dengan pencapaian 100%
yang masuk dalam kategori Sangat Baik namun untuk pencapaian target
termasuk dalam predikat Sesuai Target. Adapun hasil perhitungan sebagai
berikut:

Analisis Capaian Persentase Kepatuhan IMB Kabupaten/Kota

Realisasi Tahun 2024

No. Indikator Sasaran Tahun
2023 Target | Realisasi | Capaian

1 Persentase Kepatuhan IMB

K 100
Kabupaten/Kota 85% 88 88
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10.

Realisasi Persentase Kepatuhan IMB Kabupaten/Kota adalah 88%

Faktor yang menyebabkan keberhasilan/ kegagalan pencapaian target

antara lain:

a. Terselenggaranya sosialisai program Ruang Konsultasi Persetujuan
Bangunan Gedung (PBG) yakni memberikan pelayanan yang optimal
dalam permohonan dari masyarakat terkait permohonan informasi
ruang yang dibutuhkan.

b. Sosialisasi terhadap pihak — pihak terkait dan masyarakat

terselenggara secara optimal.

Persentase pemeliharaan dan penataan bangunan gedung milik pemerintah
diperoleh dengan pencapaian 100% yang masuk dalam kategori Sangat Baik dan
untuk pencapaian target termasuk dalam predikat Mencapai Target. Adapun hasil
perhitungan sebagai berikut :

Analisis Capaian Persentase Pemeliharaan dan Penataan Bangunan
Gedung Milik Pemerintah

Realisasi Tahun 2024

No. Indikator Sasaran Tahun
2023 Target | Realisasi | Capaian

1 Persentase pemeliharaan dan
penataan bangunan gedung 0 81,61 81,61 100
milik pemerintah

Realisasi dari indikator Persentase pemeliharaan dan penataan bangunan
gedung milik pemerintah adalah 81,61 %.

Faktor yang menyebabkan keberhasilan/ kegagalan pencapaian target
antara lain:

a. Perencanaan kegiatan yang terorganisir dan tepat sasaran.
b. Sosialisasi terhadap pihak - pihak terkait dan masyarakat

terselenggara secara optimal.

Persentase Pemeliharaan dan Penataan bangunan Gedung dan Lingkungannya
diperoleh dengan pencapaian 100% yang masuk dalam kategori Sangat Baik
namun untuk pencapaian target termasuk dalam predikat Mencapai Target.
Adapun hasil perhitungan sebagai berikut :
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Analisis Capaian Persentase Pemeliharaan dan Penataan bangunan
Gedung dan Lingkungannya

Realisasi Tahun 2024

No. Indikator Sasaran Tahun
2023 Target | Realisasi | Capaian

1 Persentase Pemeliharaan dan
Penataan bangunan Gedung 0 82,54 82,54 100
dan Lingkungannya

Realisasi dari indikator Persentase Pemeliharaan dan Penataan bangunan
Gedung dan Lingkungannya adalah 82,54%.

Faktor yang menyebabkan keberhasilan/ kegagalan pencapaian target
antara lain:

a. Perencanaan kegiatan yang terorganisir dan tepat sasaran.
b. Sosialisasi terhadap pihak - pihak terkait dan masyarakat
terselenggara secara optimal.

Tingkat kemantapan Jalan Kabupaten diperoleh dengan pencapaian 74,57 %
yang masuk dalam kategori Cukup namun untuk pencapaian target termasuk
dalam predikat Tidak Mencapai Target. Adapun hasil perhitungan sebagai berikut

Analisis Capaian Tingkat kemantapan Jalan Kabupaten

Realisasi Tahun 2024

No. Indikator Sasaran Tahun
2023 Target | Realisasi | Capaian

1 Tingkat kemantapan Jalan

Kabupaten 57,26 73,19 | 54,58 74,57

Realisasi dari indikator Tingkat kemantapan Jalan Kabupaten adalah
54,58 %

Faktor yang menyebabkan keberhasilan/ kegagalan pencapaian target

antara lain:

a. Banyaknya ruas jalan yg rusak akibat bencana ( gerusan air, gerusan
ombak, dIl.)

b. Pembangunan, pemeliharaan dan Rehabilitasi jalan dilakukan
berdasarkan skala prioritas.

c. Pendanaan APBD yang terbatas.
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12. Proporsi panjang jalan desa yang terbangun diperoleh dengan pencapaian yang
belum bisa terukur dikarenakan SK Jalan Desa belum ada sehingga perhitungan
belum bisa di lakukan karena berbeda antara realisasi meter dan persen.

Analisis Capaian Proporsi panjang jalan desa yang terbangun

Realisasi Tahun 2024

No. Indikator Sasaran Tahun
2023 Target | Realisasi | Capaian

1 Proporsi panjang jalan desa

yang terbangun 6725,5m | 85,00 | 2606 m 0

Realisasi dari indikator Proporsi panjang jalan desa yang terbangun
adalah 2606 m bukan dikarenakan tidak ada realisasi, tetapi belum dilakukan
pengukuran dan perhitungan realisasi terkait jalan desa untuk Tahun 2024 serta
belum diterbitkannya SK Jalan Desa oleh Pemerintah Kabupaten Kep. Selayar.

13. Tingkat Kemantapan Jembatan Kabupaten diperoleh dengan pencapaian 80,18 %
yang masuk dalam kategori Baik namun untuk pencapaian target termasuk dalam
predikat Tidak Mencapai Target. Adapun hasil perhitungan sebagai berikut :

Analisis Capaian Tingkat Kemantapan Jembatan Kabupaten

Realisasi Tahun 2024

No. Indikator Sasaran Tahun
2023 Target | Realisasi | Capaian

1 Tingkat Kemantapan

' 18
Jembatan Kabupaten 96,25 99 79,38 80

Realisasi dari indikator Tingkat Kemantapan Jembatan Kabupaten adalah
79,38 %.

Faktor yang menyebabkan keberhasilan/ kegagalan pencapaian target
antara lain:

Masa guna jembatan yang relatif sudah berumur.

b. beberapa ruas jembatan yg rusak akibat bencana (gerusan air,
gerusan ombak, dll).

c. Pembangunan, pemeliharaan dan Rehabilitasi jalan dilakukan
berdasarkan skala prioritas.

d. Pendanaan APBD yang terbatas.

14. Persentase Tenaga Operator/Teknisi/Analisis yang memiliki sertifikat kompetensi
diperoleh dengan pencapaian 29,52 % yang masuk dalam kategori Sangat
Kurang namun untuk pencapaian target termasuk dalam predikat Tidak Mencapai
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Target. Pengangaran dana untuk Kegiatan tersebut pada TA. 2024 sangat
terbatas sehingga kegiatan pelatihan untuk Tenaga Operator/Teknisi/Analisis
tidak dapat diselenggarakan. Adapun hasil perhitungan sebagai berikut :

Analisis Capaian Persentase Tenaga Operator/Teknisi/Analisis yang
memiliki sertifikat kompetensi

Realisasi Tahun 2024
No. Indikator Sasaran Tahun

2023 Target | Realisasi | Capaian

1 Persentase Tenaga Operator/
Teknisi/ Analisis yang memiliki 15,6 22,02 6,78 29,52
sertifikat kompetensi

Realisasi dari indikator Persentase Tenaga Operator/Teknisi/Analisis yang
memiliki sertifikat kompetensi adalah 6,78 %.

Faktor yang menyebabkan keberhasilan/ kegagalan pencapaian target

antara lain:

Pendanaan APBD yang terbatas.
Background pendidikan tenaga kerja konstruksi tidak sesuai dengan
iimu ketekniksipilan.

c. Kurangnya tenaga pada pihak penyedia jasa konstruksi sehingga yang
hadir pelatihan orang yang sama.

15. Persentase Proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan
konstruksi diperoleh dengan pencapaian 100% yang masuk dalam kategori
Sangat Baik namun untuk pencapaian target termasuk dalam predikat Tidak
Mencapai Target, dari hasil perhitungan sebagai berikut :

Analisis Capaian Persentase Proyek yang menjadi kewenangan
pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi

Realisasi Tahun 2024

No. Indikator Sasaran Tahun
2023 Target | Realisasi | Capaian

1 Persentase @ Proyek yang
menjadi kewenangan
pengawasannya tanpa
kecelakaan konstruksi

04 12 12 100

Realisasi dari indikator Persentase Proyek yang menjadi kewenangan
pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi adalah12%.
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Faktor yang menyebabkan keberhasilan/ kegagalan pencapaian target

antara lain:

a. Perencanaan kegiatan yang terorganisir dan tepat sasaran.
b. Sosialisasi terhadap pihak - pihak terkait dan masyarakat
terselenggara secara optimal

Persentase pembangunan yang sesuai RTRW dan RDTR diperoleh dengan
pencapaian 90,70 % yang masuk dalam kategori Sangat Baik namun untuk
pencapaian target termasuk dalam predikat Tidak Mencapai Target. dari hasil
perhitungan sebagai berikut :

Analisis Capaian Persentase pembangunan yang sesuai RTRW dan RDTR

Realisasi Tahun 2024

No. Indikator Sasaran Tahun
2023 Target | Realisasi | Capaian

1 Persentase pembangunan
yang sesuai RTRW dan RDTR

88,89 98 88,89 90,70

Realisasi dari indikator Persentase pembangunan yang sesuai RTRW
dan RDTR adalah 88,89%.

Faktor yang menyebabkan keberhasilan/ kegagalan pencapaian target
antara lain:

a. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait pemanfaatan informasi
tata ruang
b. Lemahnya penegakan peraturan pemanfaatan ruang.

Penyelesaian Kasus Tanah untuk Pembangunan diperoleh dengan pencapaian
0% yang masuk dalam kategori Sangat Kurang namun untuk pencapaian target
termasuk dalam predikat Tidak Sesuai Target, dari hasil perhitungan sebagai
berikut :

Analisis Capaian Penyelesaian Kasus Tanah Untuk Pembangunan

Realisasi Tahun 2024
No. Indikator Sasaran Tahun
2023 Target | Realisasi | Capaian
1 Penyelesaian Kasus Tanah
Untuk Pembangunan a b 0 .

Realisasi dari indikator Penyelesaian Kasus Tanah Untuk Pembangunan
adalah 0%.
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Faktor yang menyebabkan keberhasilan/ kegagalan pencapaian target
antara lain :

a. Pendanaan APBD yang terbatas.

b. SDM di bidang pertanahan sangat kurang.

Persentase luas lahan kosong yang ditetapkan serta dimanfaatkan diperoleh
dengan pencapaian 0 % yang masuk dalam kategori Sangat Kurang namun untuk
pencapaian target termasuk dalam predikat Tidak Sesuai Target, dari hasil
perhitungan sebagai berikut :

Analisis Capaian Persentase luas lahan kosong yang ditetapkan serta
dimanfaatkan

Realisasi Tahun 2024

No. Indikator Sasaran Tahun
2023 Target | Realisasi | Capaian

1 Persentase luas lahan kosong
yang ditetapkan serta 0 60 0 0
dimanfaatkan

Realisasi dari indikator Persentase luas lahan kosong yang ditetapkan
serta dimanfaatkan adalah 0%.

adalah 0%.

Faktor yang menyebabkan keberhasilan/ kegagalan pencapaian target
antara lain :

a. Pendanaan APBD yang terbatas.

b. SDM di bidang pertanahan sangat kurang.

Persentase pemanfaatan tanah sesuai zona nilai tanah diperoleh dengan
pencapaian 0 % yang masuk dalam kategori Sangat Kurang namun untuk
pencapaian target termasuk dalam predikat Tidak Sesuai Target, dari hasil
perhitungan sebagai berikut :

Analisis Capaian Persentase pemanfaatan tanah sesuai zona nilai tanah

Realisasi Tahun 2024

No. Indikator Sasaran Tahun
2022 Target | Realisasi | Capaian

1 Persentase pemanfaatan

tanah sesuai zona nilai tanah g 60 0 0

Realisasi dari indikator Persentase pemanfaatan tanah sesuai zona nilai
tanah adalah 0%.
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Faktor yang menyebabkan keberhasilan/ kegagalan pencapaian target
antara lain :

a. Pendanaan APBD yang terbatas.
b. SDM di bidang pertanahan sangat kurang.

C. Realisasi Keuangan

Selama tahun 2024 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan
tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar dianggarkan melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Selayar dan
Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dalam DPA Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar
dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp. 83.542.460.082,- sedangkan realisasi
anggaran mencapai Rp. 63.303.139.660,- atau dengan serapan anggaran mencapai
86,19 %, dengan demikian dapat diketahui pada tahun 2024 kondisi anggaran adalah
Silpa Rp. 20.239.320.422, -

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata
Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel
berikut :

Tabel 3.C.1
Realisasi Keuangan
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2024

PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA

Administrasi Keuangan Perangkal Daerah 5.539.020.846 5.200.490.336 93,88 %
Administrasi Barang Milik Daerah 10.000.000 5.016.500 50,17 %
Administrasi Umum Perangkat Daerah 460.369.000 368.825.125 80,11 %
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 120.000.000 21.450.000 17,88 %
Pengadaan Ba Milik Daerah Penunjang Urusan
. puet. win png 796.718.200 697 .645.000 87,56 %

Pemenntah Daerah
Pi iaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan

SDRCE il 14.256.000 9.007 200 63.18 %
Daerah
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Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

370.612.100

180.562.915

48,72 %

Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

121.600.680

86.953.500

751 %

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada
Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Salu) Daerah
Kabupaten/Kota

4.599.925.495

3.890.835.399

84,58 %

ekki

Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada
Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota

12.195.000

12.195.000

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer
dan sekunder pada Daerah Ingasi yang luasnya dibawah
1000 Ha dalam 1(satu) Daerah kabupaten/Kota

508.054.500

1472.536.060

93.01 %

dwi

Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada
Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota

1.345.196.82

1.224.382.020

91,02 %

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer
dan sekunder pada Daerah Ingasi yang luasnya dibawah
1000 Ha dalam 1(satu) Daerah kabupaten/Kota

1.073.269.429

933.272.075

86,96 %

PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

Penyelenggaraan Jalan

48.805.116.861

32.066.083.190

65,70 %

PROGRAM PENGEMBANGAN JASA
KONSTRUKSI

Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi

118.000.000

13.548.000

2117 %

Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi
Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

132.000.000

101.476.000

76,88 %

PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG

Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah
Kabupaten/Kota, Pembernian lzin Mendinkan Bangunan
(IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

9.966.466.600

9.316.591.478

93,47 %

PROGRAM PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

100.000.000

95.070.000

85,07 %

Vil

PROGRAM PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang
terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah
Kabuapten/Kota

3.787.432 550

3606.017.998

95,21 %

Vil

PROGRAM PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR
MINUM (SPAM)

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air
Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

4.357.226.001

3.793.697.076

87,18 %

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN
RUANG

Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan
Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota

100.000.000

85.766.150

85,77 %

Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Ruang Daerah

230.000.000

211677 427

92,03 %
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Kabupaten/Kota

Koordinasi dan Sinkromisasi Pemanfaatan Ruang Daerah
Kabupaten/Kota

100.000.000

94.969.900

94,97 %

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan
Ruang Daerah Kabupaten/Kota

50.000.000

42.823.520

83,07 %

PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN
DAN SANTUNAN TANAH UNTUK
PEMBANGUNAN

Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan
Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota

19.154.000

18.881.200

98,58 %

PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG

Penyelesaian Tanah Kosong

14.700.000

14.595.500

95,29 %

PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH

Pengggunaan Tanah yang Hamparannya dalam 1 (Satu)
Daerah Kabupaten/Kota

16.146.000

16.031.900

99,18 %

Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas 8

(delapan kegiatan) yaitu :

a.

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp
5.539.020.846 yang digunakan untuk penyediaan gaji dan tunjangan ASN,
Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN serta Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan/Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD. Realisasi anggaran
sebesar Rp 5.200.490.336 atau 93,88 %.

Administrasi Barang Milik Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp 10.000.000
yang digunakan untuk Rekonsilasi dan Penyusunan Milik Daerah pada SKPD.
Realisasi anggaran sebesar Rp 5.016.500 atau 50,17 %.

Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp
460.369.000 yang digunakan untuk Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi
SKPD. Realisasi anggaran sebesar Rp 368.825.125 atau 80,11 %.

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp
120.000.000 yang digunakan untuk Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
berdasarkan Tugas dan Fungsi. Realisasi anggaran sebesar Rp 21.450.000 atau
17,88 %.

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan
alokasi dana sebesar Rp 796.718.200 yang digunakan untuk Pengadaan
Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan Pengadaan Mebel Pengadaan
Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Sarana
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dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. Realisasi
anggaran sebesar Rp 697.645.000 atau 87,76 %.

f.  Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan alokasi dana
sebesar Rp. 14.256.000 yang digunakan untuk Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor. Realisasi anggaran sebesar Rp 9.007.200 atau 63,18 %

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
dengan alokasi dana sebesar Rp. 370.612.100 yang digunakan untuk Penyediaan
Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya,
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya. Realisasi
anggaran sebesar Rp. 180.562.915 atau 48,72 %

h. Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan
alokasi dana sebesar Rp. 121.600.680 yang digunakan untuk Penyusunan
Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
RKA-SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD,
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Perubahan
DPA-SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Realisasi anggaran
sebesar Rp. 86.953.500 atau 83,07 %

II. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) terdiri atas 2 (dua) kegiatan yaitu :

a. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS)
dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi dana sebesar Rp.
5.957.317.315 yang digunakan untuk Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen
Lingkungan Hidup untuk konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan
Penampung Air Lainnya, Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya,
Pembangunan Tanggul Sungai, Pembangunan Perkuatan Tebing, Pembangunan
Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya, Pembangunan Unit Air Baku.
Realisasi anggaran sebesar Rp. 5.127.412.419 atau 86,06 %.

b. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan sekunder pada Daerah
Irigasi yang luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1(satu) Daerah kabupaten/Kota
dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.581.323.929 yang digunakan untuk
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi
Irigasi dan Rawa, Pembangunan jaringan Irigasi Permukaan, Peningkatan
Jaringan Irigasi Permukaan, Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan, Operasi dan
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III.

V.

VII

Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan, Operasi dan Pemeliharaan Bendung
Irigasi. Realisasi anggaran sebesar Rp 1.135 405.808.atau 88,90 %

Program Penyelenggaraan Jalan

Program Penyelenggaraan Jalan terdiri atas 1 (satu) kegiatan yaitu :
Penyelenggaraan Jalan dengan alokasi dana sebesar Rp. 48.805.116.861 yang
digunakan untuk Pemeliharaan Berkala Jalan, Rehabilitasi Jembatan,
Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat, Pembangunan Jalan Pembangunan
Jembatan. Realisasi anggaran sebesar Rp 32.066.083.190 atau 65,70 %.

Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Program Pengembangan Jasa Konsruksi terdiri atas 2 (tiga) kegiatan yaitu :
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi dengan alokasi dana
sebesar Rp. 118.000.000 yang digunakan untuk Pelaksanaan Pelatihan Tenaga
Terampil Konstruksi. Realisasi anggaran sebesar Rp 13.548.000 atau 27,17 %
Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah
Kabupaten/Kota dengan alokasi dana sebesar Rp. 132.000.000 yang digunakan
untuk Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi. Realisasi
anggaran sebesar Rp 101.476.000 atau 76,88 %

Program Penataan Bangunan Gedung

Program Penataan Bangunan Gedung terdiri atas 1 (satu) kegiatan yaitu :
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota,
Pemberian 1zin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan
Gedung Perencanaan, dengan alokasi dana sebesar Rp. 9.966.466.600 yang
digunakan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan
Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota. Realisasi anggaran sebesar Rp
9.315.591.478 atau 93,47 %.

Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah terdiri atas 1
(satu) kegiatan yaitu :

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah
Kabupaten/Kota dengan alokasi dana sebesar Rp. 100.000.000 yang digunakan
untuk Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan
Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota,
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VII.

VIII.

a.

Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
Terpusat Skala Permukiman. Realisasi anggaran sebesar Rp 95.070.000 atau
95,07 %

Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase terdiri atas 1 (satu)
kegiatan yaitu :

. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang terhubung langsung

dengan sungai dalam Daerah Kabuapten/Kota dengan alokasi dana sebesar Rp.
3.787.432.550 yang digunakan untuk Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan.
Realisasi anggaran sebesar Rp 3.606.017.998 atau 95,21 %

Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan
Air Minum

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum terdiri
atas 1 (satu) kegiatan yaitu :

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di
Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi dana sebesar Rp. 4.357.226.001 yang
digunakan untuk  Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan
Perdesaan. Realisasi anggaran sebesar Rp 3.793.697.076 atau 87,18 %

Program Penyelenggaran Penataan Ruang

Program Penyelenggaran Penataan Ruang terdiri atas 4 (Empat) kegiatan
yaitu :

Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang
(RRTR) Kabupaten/Kota dengan alokasi dana sebesar Rp. 100.000.000 yang
digunakan untuk Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi
Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota. Realisasi anggaran sebesar Rp
85.766.150 atau 85,77 %

Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Ruang Daerah Kabupaten/Kota dengan
alokasi dana sebesar Rp. 230.000.000 yang digunakan untuk Koordinasi dan
Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota dan Koordinasi dan Sinkronisasi
Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota. Realisasi anggaran sebesar Rp 211.677.427
atau 92,03 %

Koordinasi dan Sinkronisasi  Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
dengan alokasi dana sebesar Rp. 100.000.000 yang digunakan untuk Koordinasi
dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah,
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Sistem Informasi Penataan Ruang. Realisasi anggaran sebesar Rp 94.969.900
atau 94,97 %

d. Koordinasi dan Sinkronisasi  Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah
Kabupaten/Kota dengan alokasi dana sebesar Rp. 50.000.000 yang digunakan
untuk Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsetif Bidang
Penataan Ruang, Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum
Bidang Penataan Ruang, Operasional Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri
Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang, dan Koordinasi Pelaksanaan Penataan
Ruang. Realisasi anggaran sebesar Rp 42.823.520 atau 83,07 %.

B. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan
Dasar
I. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk
Pembangunan
Program  Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah
Untuk Pembangunan terdiri atas 1 (satu) kegiatan yaitu :

a. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Prmbangunan
oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi dana sebesar Rp.
19.154.000 yang digunakan untuk Penetapan Daftar Masyarakat Penerima
Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dan Koordinasi dan
Sinkronisasi Penyelesaian Masalah ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk
Pembangunan oleh Pemeintah Daerah Kabupaten/Kota. Realisasi anggaran
sebesar Rp. 18.881.200atau 98,58 %.

I1.Program Pengelolaan Tanah Kosong

Program Pengelolaan Tanah Kosong terdiri atas 1(satu) kegiatan yaitu :

a. Penyelesaian Tanah Kosong dengan alokasi dana sebesar Rp. 14.700.000
yang digunakan untuk Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah
Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabuapten/Kota. Realisasi Anggaran
sebesar Rp. 14.595.500 atau 99,29 %.

III. Program Penatagunaan Tanah

Program Penatagunaan Tanah terdiri atas 1 (satu) kegiatan yaitu :

a. Pengggunaan Tanah yang Hamparannya dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota dengan alokasi dana sebesar Rp. 16.146.000 yang
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digunakan untuk Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan
Tanah dan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah
Kabupaten/Kota. Realisasi Anggaran sebesar Rp. 16.031.900 atau 99,18 %.
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BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan pertanggungjawaban pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan
Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2024 merupakan
penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kep.
Selayar 2021 - 2026 dan merupakan hasil dari kerja keras dan komitmen
seluruh aparat Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang serta pihak terkait
lainnya dalam rangka mewujudkan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
sebagai organisasi berakuntabilitas sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7
Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Secara
umum capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten
Kepulauan Selayar di tahun 2024 dapat disimpulkan telah dapat memenuhi
sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja berdasarkan analisis
pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU).

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang pada tahun 20234 masih terdapat beberapa kendala yang
menghambat pencapaian target kinerja secara maksimal, diantaranya Sumber
Daya Aparatur Dinas (SDM) yang berlatar belakang pendidikan teknik masih
sangat kurang dibandingkan dengan banyaknya beban kerja di bidang
tersebut, waktu pelaksanaan kegiatan terbatas, ketersediaan alat yang
terbatas, keterbatasan SDM yang dimiliki penyedia jasa serta terbatasnya
sarana penunjang operasional UPTD kepulauan.

B. SARAN

Untuk bahan evaluasi pada tahun anggaran berikutnya dalam rangka
meningkatkan eksistensi dan optimalisasi peran Dinas Pekerjaan Umum dan
Tata Ruang Kabupaten Kep. Selayar sebagai salah satu unsur pelaksana
pembangunan khususnya di bidang pekerjaan umum di daerah, maka
dipandang perlu dilakukan langkah-langkah antisipatif dalam upaya - upaya
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perbaikan dan peningkatan kinerja untuk memenuhi perbaikan pelayanan
kepada masyarakat, diantaranya yaitu :

1) Hendaknya program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah
kegiatan yang telah memiliki dokumen perencanaan teknis yang telah
dibuat di tahun anggaran sebelumnya, sehingga penganggaran kegiatan
dapat lebih terencana dan terukur sehingga output kegiatan dapat
mencapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan.

2) Optimalisasi fungsi kontrol dan pengendalian terhadap pelaksanaan
program dan kegiatan hendaknya sedini mungkin dapat dilakukan upaya-
upaya pemecahan terhadap program dan kegiatan-kegiatan yang dinilai
akan terhambat pelaksanaannya, sebaiknya sudah dapat diantisipasi sejak
tahap perencanaan kegiatan.

3) Meningkatkan koordinasi secara intern, sektoral, maupun lintas sektor
secara berkala sehingga diketahui pemyebab timbulnya hambatan dan
kendala dalam pencapaian kinerja untuk selanjutnya dapat diambil
langkah dan strategi untuk meminimalisir dan mengatasi permasalahan
yang dihadapi, sehingga nantinya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kep.
Selayar diharapkan dapat berperan secara lebih baik, optimal dan
profesional dalam mendukung penyelenggaran pembangunan daerah.

4) Meningkatkan Sumber Daya Manusia dengan menambah jumlah pegawai
yang mempunyai pendidikan berlatar belakang teknik.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) ini semoga dapat bermanfaat dan dapat menjadi referensi penting
untuk mengetahui peran dan menilai kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata
Ruang Kabupaten Kep. Selayar. Pada LAKIP ini sudah digunakan indikator
kuantitatif dan analisis hasil capaian diuraikan secara deskriptif diharapkan
dapat memudahkan pembaca untuk memberikan penilaian dan masukan
terhadap kesempurnaan LAKIP ini. Dengan demikian, laporan akuntabilitas ini
dapat menjadi alat untuk menginventarisasi keberhasilan dan permasalahan-
permasalahan yang ada, dan dengan demikian dapat dimanfaatkan untuk

proses perencanaan selanjutnya.

Selain itu, diharapkan dengan hasil evaluasi kinerja Dinas

LAKIP DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 2024
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Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun
Anggaran 2024 akan memberikan konstribusi positif bagi pelaksanaan
program/kegiatan pada tahun yang akan datang, yang akan dilaporkan melalui
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan
Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024.
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